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ABSTRAK

CATATAN

: Pengelola Keuangan Daerah adalah pengelola keuangan daerah yang melakukan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,dan pengawasan Keuangan
Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat
melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Daerah ini, disajikan
dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan
kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang — Undang Nomor 16
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelola Keuangan Daerah,
APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perumahan
APBD, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan
Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah Dan
Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan
Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan
penutup.

: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2023
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